
Menteri Perelcanaan Pembangunan NasionaU

Kepala Brdan Perencanaan Prmbangunan Nasional

SALINAN
KXPUTUSAN MXNTTR PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,,/

KXPAI-A BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI
NOMOR KEP. 23A/ M.WN / rlv 03 / 20 1 6

TENTANG

PEMBENTTJKAN TIM KOORDINASI SEKTOR PENGETAHUAN DAN PENGEMBANGAN

EKONOMI INKLUSIF BDRKXLANJUTAN

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KXPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang a. bahw^ peme ntah Indonesia harus melafljutkan Refornusi
baSi Percepatan Fembangunan Ekonomi yang Berkeadilan,
aBat dLpat tetap mencapai perlumbuhan ekonomi yanS

cukup tir188i dan disertai denSan penSuranSah kemiskinan,
perlu dibuka alterflatif inovatif ba8i lembaSa-lembaga riset
untuk mendukung proses perunrusan dan penSambilan

kebijakan di Indonesia;

b. bahwa untuk mewujudkan koordinasi, sinergitas, dan

sinkonisasi program hibahlpinjamal luar neSeri, sefta

untuk melakuk n pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

bantuan donor secara insentif agar meningkatkan
kenumpuan pemerifltah Indonesia dalam mengelola
parfisipaii lembagaJembaga riset pada proseFproses
penyusuwm kebijakalr, perlu dilakukah KoordinaJi Sektor

Pengetahuan dan PenSembangan Ekonomi Inklusif
Berkelanjutan;

c. bahwa berdasarka[ perlimbanSan sebaSainlana dalam huruf
a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Seldor

Pengetahuan dan Pengembangan Ekonomi lrklusif
Berkelanjutan;

d. ballw^ pejab^l dan pegawai yang nama[ya tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi
persyaralxn unhrk melaksanakan tugas sebaSai an3Sota Tim

Koordinasi StarteSis sektor Pengetahuan dan Pengembangan

Ekonomi Intlusif Berkelanjutani

Mengingat .



Men3inSat 1. Undang-Undang Noftor 17 Tahun 2OOg tentang Keuangalr
Negara (Lembaran Negara Republik Irdonesia Tahun 2OO3
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo[esia
No(or 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun ZOO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembarafl Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Taftbahan Lembar4n
Negara Republik Indonesia Nornor 435S);

3. Undang-Undang Noftor 25 Tahun ZOO4 tehtang Sistem
Perencanazn Pembangunan Nasional (lcmbaran Negara
Republik Indonesia TahLtL ZOO4 Nomor IO4, Tar.lbahan
t€mbarafl Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Peratutar, PenErintah Nomor I0 Tahun ZO11 tentang Tata
Cara Per.gadaafl Pinjaman Luar Negeri dan penerimaan

Htbahi

5. Peratuan Prcsiden Nomor 7 Tahnn 2OlS tent^tg
Organisasi Kementerian Negara;

6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2OlS telltang
Kementedan Perencanaan Pembahgunan Nasional;

7. Perahrran Presiden Nomor 66 Tahun 2O1S tefltang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional;

8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan pembangunail
Nasional/Kepala Badan Percncanaan pembahgunan Nasional
Nomor PER 005,/M.PPN,/10/2007 tentanS OrSaniMsi dan
Tata, Kerja Kemeflterian Negara Perencanaa[ pembangunan

Nasiotal/Badan Perencanaan pembangunan Nasional
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteii Peter,canaan pembanguna[

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembairgunan Nasional
Nomor 3 Tahun 2014;

9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor 1 Tahun 2Ol2 tenl^ng Pedonun Perenca[aan,
Pelakranaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan
dan AngSarah;

Memerhatikan : ...



Memerhatikan : 1. Artikel ly dari Tteaty o1 Deuelopment Coopntion tanggal
2l Juli 1999 antara pemerintah Australia dan pemedntah
Irdonesia;
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2. Subtidiary Agreetuenl (SA) tanggal 29 Oktober
Pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia
Koordinasi pelaksanaan prakarsa Sektor
(Kltowledge Sector Ini tiative);

2073 aatara
tentang Tim

Pengetahuan

Menetapkan

PERTAA,I{

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MXNITRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL,/KEPAI.A BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TENIANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
SEKIOR PENGITAHUAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI
INKIUSIf BERKELANJTITAN.

Membentuk Tim Koordinasi Sektor pengetahuan dan
Pengernbangan Ekonomi Inklusif Berkelanjufan yang selanjutnya
disebut Tim Koordinasi Sektor pengetahuan dafl peqgembangan
Ekonomi lnklusif Berkelanjutan. dengan susunah keanggotaan
sebaSaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.
Tim Koordinr-si Sektor Pengetahuan dan pengembangatl Ekonomi
Inklusif Berkelanjutafl terdiri atas Tim peflgarah, penanggung

Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga pendukung.

Tim Pengalah bertugas:

a. memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing,
dan memalltau kemajuan dan memberi saran pemecahan
aL$ perhusalahan pelaksanaan kegiaLan;

b. mengidentifikasi rekomendasi kebijakan dan kebjjakan
umum dalam kaitannya dengan Tim Kooldinasi Sektor
PenSetahuan dan Peflgembangan Ekonomi Inklusif
Berkelanjutan;

c. menentukall bidang prioritas yang akan dibiayai oleh Tim
Koordina.si Sektor Pengetahuan dan pengembahgan Ekonomi
Inklusif Berkelanjutan;

d. persetujuan kriteria kegiatan-kegiatan penelitian dan
pedoman operasional standar dengan tujuan menjamin
transparansi, akuntabilitas dan efektivitas bahtuan hibah Tim
Koordinasi Sektor Pengetahuan dan pengembangan Ekonomi
Inklusif Berkelarjutan;

e. mengkoordinasikan ..



KEEMPAT

-4-

e. mengkoordina$ikafl kerjasama dengan pihak p€mberi hibah
s€suai dengan p ruip-prinsip yang terkandung dalam
Komitmen Jakarta s€rta Deklarasi paris tentang Efektivitas
Baftuar.;

i memastikan harmonisasi manfaat dan pelaksanaan program-
program Tim Koordinasi Sekfor pengetahuan dan
Pengembangan Ekonomi Inklusif Berkelanjut n;

8. secara setengah-tahunan, melakukan pertemuah untuk
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan Tim Koordinasi
Sektor Pengetahuan dan pengembangatl Ekonomi Inklusif
Berkelanjutan;

h. meflyetujui program kerja tahunan yang telah disusun oleh
Tim Pelaksana dan Sekretariat Tifi Knowledge Sector
Initiative pada dasar t^h]ujnani

i. menerima laporan monitodflg dan evaluasi kegiatan yang
dibiayai Tim Koordina.si Sektor pengetahuan dan
Fengembangan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan;

j. mengatur audit dari Tim Koordinasi Settor pengetahuan dan
Pengembangafl Ekonomi Inklusif Berkelafljutan yang akan
didelegasikan kepada Sekretariat .tirrrl Knowledge Sectot
Iniliatiuq

k. memberik n persetujuan pedoman standar operasioal
prosedur yang disusun oleh Tim pelaksana dan sekretariaf
'lifi Knowledse Sector tnitjatjve,

l. menlapkan dan menyusun laporan kepada Menteo,
Perencanaan Peftbangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaar. Pembangunalr Nasioflal yang tugas pokok dan
fungsinya terkait penyusunan kebijakan mengenai
pelaksaluan dari Tim Koordinasi Sektor peagetahuan dan
Pen8eftban8an Ekonomi Inklusif Berkelanjutan minimal I
(satu) tahun sekali dan 

^pabila 
dlpetlnkan;

m. mengadakan konsultan teknis untuk efisiensi dan percepatan
pelaksanaan kegiatan.

PenangS[ng Jawab berfugas bertanggung jawab atas peLaksanaan
kegiatan dan memberikan laptun Wlaksarlaan tugas secara
berkala kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.

KELIMA
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KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Tim PelakMna bertuBas:

a. memberi ma$uka[ teknis kepada Tim pengarah dalam proses
koordinaJi kesinambungan Tim Koordinasi Sekto"
Pengetahuan dan pengembangan Ekonomi InHusif
Berkelanjutan;

b. melakukan koordinasi Wmantauan dan pengendalian serta
pengawalan pelaksafl aan arahan dali.fim pengatah;

c. menlrusun pedornan teknis pelaksanaan Tim Koordinasi
Sektor Pengetahu4n dan pengembaflgan Ekonomi Inklusif
Berkelanjutan mengenai mekanisme penyelenggaraan
masing-masing komponen, tugas pokok aan nrntJi rim
Pelakrana, Seketariat .tim thot.tedge SecAr itiative,
monitoring dan evaluasi datr hal-:nal lain yang dibentuk
untuk mendukung penyelenggaraan Tim Koordinasi Sektor
Pengetahua\ dan pearefibangan Ekonomi Inklusif
Berkelanjutafl, nenyusun kriteria kegiatan y^ng dapat
didanai berdasarkan arahan Tim pengarah untuk masing_
masing komponen;

d. melakukan penilaian dan analisis teknis terhadap usulan-
usulan kegiatan yang diajukan oleh K/L dan unit_unit kerja
di Kemefl f erian ppN/Bappenas;

e. mengajukan rekomendasi tekr s terhadap usulan-usulan
kegiatan yang diajukan oleh I(/L dan unit-unit kerja di
Kementerian ppN/Bappenas d,an dapat didanai Tim
Koordinasi Sekior penret^huafi dan pergembangan Ekonomi
Inklusif Berkelanjufan kepada Tim pengarah;

f. menyiapkan dan menyusun tapora\ ketzlda Tift pengarah
meflgenai pelaksanaan tugas-tug4s teknis, mit rnal 4
(empat) bulan sekali dan apabila drpe t*an.

TenaSa Pendukung bertugas :

a. membant[ p€lakranaan tugas Tim pelaksana dalam
menyiapkan dan mengolah bahan untuk pefl),usunan
laporan kegiatan koordinasi;

b. melalaanakan tugas kesekr€tariatan dan tugas lainnya yang
ditugaskafl oleh Tim pelaksana.

DenSan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan perencanaan
Pembangunan Nasional dengan Nomor IGp.
169/M.PPN/HK/11/ 2015 tefltang pembentukan Tim Koordinasi
Pelatsanaan Prakarsa Sektor Peflgetahuan <Kttowledse Sector
Initiative), dicalrn,d" dan dinyaiakan tidak berlaku.

KEDELAPAN



KEDEI,APAN

KESh4BILAN
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SeSala biaya yang diperlukan d^lam rafigka pelaksanaan tugas
Tirl1 Koordinasi Sektor pengekhuan dan pengembangan Ekonomi
Inklusif Berkelanjutan dibebankan pada Anggar^n pendapat^^
dan Belanja Ne3ara Tahun Anggarur/. 2016 dari masing-masing
Kementerian/|./-mbaga yang terlibat dan Dara Hibah |he
Ausbalia-Indonesia Partne$lip for pro-p<Dr policy: TIrc
Knowledqe Sector Initiarye (Noftor Register 74548801).

Kepuhlsafl ini mulai berlaku sejak tanggal diiet4pkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada t^ng4al21 Marct 2016

MENITRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,

SOFYAN A. DJAIIL

nd

Emmy Suparftia

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



AnSSota

PENANGGUNG JAWAB

SALINAN
LA"MPIRAN

KEPUTUSAN MENTIRI PPN,/
KEPAI,{ BAPPENAS

NOMOR KEP. 23A /M.PPN/HWO3/2O16
TANGGAL 24 MARET 2016

Direktur Industri, Iptek, pariwisata, dan
f,kononti Kreatif, Kenlenterian
PPN/Bappenas.

Mente PPN/KepalaBappelus.
Deputi Bidang Ekonomi, Kemehterian
PPN/Bappenas.
1. Sekretaris Kementerian ppN/Sekretaris

Utafia Bappenasi
2. Deputi Bidang pendanaat

Pembangunan, Kementerian
PPN/Bappenas;

3. Deputi Bidang Pembangunan Manusia,
Masyarakat dan Kebsdayaan,
Kementedan ppN/Bappenas;

4. Deputi Bidang pen8embangan
Regional. Kementerian ppN/Bapp(nas;

5. Deputi Bida]ng politik, Hukum,
Perlahanan dan Keamahan,
Keft enterian ppN/Bappenas;

6. Direktur Jenderal pengelol.ran
Pembiayaa n dan Risiko, Kementerian
Keuangan;

7. SekretarisKementerianpendayagunaan
Aparatur Neg/ra dan Reforntasi
Birokrasi;

8. Sekrefaris Jenderal Kementerian Desa,
Peftberdayaan Daerah Tertinggal, dalr
Transmigrasi;

9. Direllur Jender4l penguatan Riset dar
Pengembangan, Kementerian fuset,
Teknologi dan pendidikar Ting4i;

10. Ketua Akademi Ilmu pengetahuan
Indonesia.

Depuli Bidang Ekonomi, Kemenlerian
PPN/Bappenas.

SUSUNAN KXANGGOTAAN
T]M KOORDINASI SEKTOR I'ENGETAHUAN DAN

PENGEA,IBAI\GAN EKONoMI INKIUSIf BERKILANILnAN

TIM PENGARAH

Ketua

Wakil Ketua

B.

c. TlM PELAKSANA

Ketua

Anggota



AnEgota 1. Di!€ktu. Aparatur Negara,
Kemehterian ppN/BappenaJ;

2. Dir€klur Perkotaan dan perdesaaan.
Kemenlerian ppN/Bapf,enas;

3. Direktur perrdanaan Luar Negeri
Bilateral, Kementerian ppN/Bappenas;

4. Direhur Kerja Sama pemdngunan
lnternasional, Kementerian
PPN/Bappenas;

5. Direktur Keuangan Negara dan Analisis
Moneler, Kententerian ppN/Bappcnas;

6. Direktur Perdagangan, Invesiisi dan
Kerjasama Ekonomi Intemasional,
Kementerian ppN/Bappenas;

7. Direktur perencanaan Makro.
Kementerian ppN/Bappenas;

8. Direktur Jasa Keuahgan dan Badan
Usaha Milik Pemerintah, Kementerian
PPN,/Bappehas;

9. Direktu pendidikan, Kementerian
PPN/Bappenas;

I0. Kepala Pusat Data dan InformasiPerencanaan pembangunan,
Kementerian PPN/BapFnas;

11. Kepala Biro Hukum, Kementerian
PPN/ Bappenas;

12. Kepala Biro Perencanaan, Organrsasi
dan "fata. l,aksana, Kementerian
PPN/Bappenas;

13. Kepala Biro Umum, Kementeriatl
PPN/Bappenas;

14. Direktur pinjaman dan Hibah,
Direktorat Jenderal pengelolazn
Pembiayaan dan Resiko, Keminlerian
Keuahgan;

15. Dircktu Evaluasi, Akuntansi dan
Setelmen, Direktorat Jenderal
Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko,
Kementerian Keuangan;

16. Direkfur Riset dan pengabdian Kepada
Masyarakat, Kementerian fuset,
TeknoloSi dan Perdidikan Tinggi;

17. N.eryla Birc Perencanarh, Kementerian
Desa, Peftbatuunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi;

18. Asdep Koordinasi Kebijakan,
Pen)rusunan, Evaluasi Program dan
Pehrbinaan SDM Aparatur,
Kemeflterian PAN dan RB

19. Mayling Oey-cardiner, Akademi Ilmu
Pengetahuan Indonesia;

20. Kepala
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20. Kepala Bagian penyusunan peraturan
Perundang-Undangan, Kemenlerian
PPN/Bappenas;

21. Rel.€la Sub Bagian Data dan lnformasi
_ . Hukum. Kemenrerian ppN/Bappenas;
22. Indra Ni Ttra, ST, M.Com , Kementerian

PPN/Bappenas;
23. Dr. lr. Taufiek Bawazier, M.Si,

Kementerian ppN/ Bappenas;
24. Noor Arifin Muhamftad, ST, MSII,

Kehrenterian ppN/Bappenas;
25. Ir. Ahmad Dading curladi. MA,

Kementerian ppN/Bappenas;
26, lstasius Angger Antndito, Sf. MA,

Kementerian ppN/BaDDenas:
27. Ade Faisal, ST. M.it, xementerran

PfN/Bappenas;
28. Yogi Harsudiono, SE, MpA.

Keflenterian ppN/Bappenas;
29. Siti Mafrukhah, Si, Kementerian

PPN/ Bappenas;
30. Tuty Widiasuty, Kementerian

PPN/Bappenas:
31. Daroedono, SE, A4r\, Kemefltedan

PPN/Bappenas;
32. Dr. Muharnmad Cholifihani, St. MA,

Kementerian ppN/Bappenas;
33. Cut Sawalina. SE. M.Si, Kementerian

PPN/BaPP66a5
34- Dr. Harya\to, SE, MA, Kementerian

PPN/Bappenas;
35, Drs. Muhammad Arif. M.Si,

Kementerian ppN/Bappenas;
36, Eajar H^di pratama, ST, Keftenterian

PPN/Bappenas;
37. Rufit4 Sri Hasanah, SE, Kementerian

PPN/Bappeflas;
38. Toni Priyanto J, S.Kom, ME,

Kernenterian ppN/Bappenas;
39. Muhamnud Fahlery, SE, MA,

Kemente an ppN/ Bappenas;
40. Rosy Wediawaty, Sf,, MSE, M.Sc,

Kementerian ppN/Bappenas:
41. Oktorika, SE,Ak, MM, Kementerian

PPN/Bappenas;
42. Muhyiddin, S.Sos, MSE, M.Sc,

Kementerian PpN/Bappenas;
43, -fari l*st^ri, S.Si, SE, MS, Kementerian

PPN/Bappenas;
44. M. Firman Hidayat, SE, M,

Kemente anPPN/Bappenas;
45. Dr. Onny Noyorono, MIA, MA,

Kementerian PPN/Bappenas;

46. Dr. Moh. Mustajab ..
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46. Dr. Moft. Mustajab, SE, MBA,
Kementerian ppN/Bappetus;

47. Resya Kania, SE, MpA, Kementerian
PPN/Bappenas;

48. Octal Pramudito, SE, MA, Kementerian
PPN/Bapperus;

49. BriSitta Ratih E. Aryanti, SE, MPAID,
Kementerian PPN/Bappenas;

50, Intan Natasha putri, SE, Mpp,
Kementerian PPN/Bappenas;

51. Yeni Oktavia Mulyono, SE,
Kementerian PPN/Bappenas;

52. Dr^. Dwi Martini, MI, Kemenlerian
PPN/Bappel1as;

53. Drs. Florentinus Krisfiartono, MM,
Kementerian ppN/Bappena$;

54. Ir. lmarita Trihanda, MS, Kemehlerian
PPN,/Bappeflas;

55. Arianfo Christian Hartono, SE, MA,
Kementerian PPN/Bappenas;

56. Yunus Castanto, SE. pC. Dip,
Kementedan PPN/Bappenas;

57. Kurniawan 1iliadi, SIp, M.Com,
Kemenierian PPN/Bappenas;

58. Husnul Hawah, S.lp, Kenrenlerian
PPN/Bappenas;

59. Mohamad Rachmaf Mulianda, S.pi,
M.Mar , Kementerian ppN/Bappenas;

60. S6wandi, SD, etA, Kemenrerian
PPN/Bappenas;

61. Melyastarda, SE.AIC M.Ak, CA,
Kementerian PPN/Bapperus;

62. Agus Sutarft,an, SE, MAp, M[DS,
Kementerian PPN/Bappenas;

63. Tuhu Wagiorlo, S.Sos, Kemenlerian
PPN/ Bappenas;

64. Iirdrni. S-Hum, MPA, Kementerian
PPN/Bappenas.

D TENAGA PENDITKUNG : 1. Firdaussy YustininSsih, ST& ME;
2. Anjani Putri, ST;
3. Didi Sahlan;
4. SufluSroho.

MENITRI PERDNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPAIA BADAN PERENCANAAN Pf,MBANGUNAN NASIONAL,

l'td
SOFYAN A. DJAIIL

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Emmy Suparmia


